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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN
Nomor : 806/149 - Dindixbud /2021

TENTANG
ITJIN OPLRASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN
SEKOLAH KHUSUS NEGERI (SKhN)
DI PROVINSI BANTEN

KEPAT A DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN

Menunbang a. bahwa dalam mergembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Eea, berakhlak mulia, se1at, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara vang demokratis scrta bertanggung jawab
dan menyiapkan peserta cidik agar dapat melamutkan ke jenjany
Pendidikan yang lebih Tmyggi:

k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalai
harui “a”, perle menetaphan keputusan Kepala Dinas Pendidixan
dar Kebudayaan tenzang ljin Operasional Sekolah Menengah Atas
Negeri (SMAN), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan
Sekola Khusus Negeri (SXhN) di Provinsi Banten.

Mengmngat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2000
tentang Pembentukan Provins: 3anten (Lembar Negata Republik
Indoresia Tahun 2000 Nomer 182, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor. 4010)

[

Undang-Undang Republix Indenesia Nomor 20 Tahun 2003
senlang Sistem Pendidikar Nasional (Lembaran Nega.a Reputlik
Indonesia Takun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nemor 4032);

3. Undeng-Undong Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2034
tentang  Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talum 20714 Nomeor 244, Tambahan | embaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 55387), sebagaimana wlah  diubah
beberapa kali tevakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentany Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 20153 Nomor 38, Tambahan Lembaran Nega:a
Republik ‘ndonesia Nomor 5679);



(=)
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Pera.uran Pemerintal Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negare Republik Indonesia
[ahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telak beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahur, 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republix Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan
{.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang, Pengelolaan
dan Peayelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahar Lembaran Negara
Republik .ndonesia Nomaor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pererintan Nemor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 lahun 2011
tentang  Pengelolaan  dan Penyzlenggaraan  Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesia Nomor 5157},

Peraturan  Menteri Pendidikan dan  <ebudayaan Republik
Indonesita Nomor 3¢ Tahun 2014 Tentang, Pedoman Pendirian,
Perubahar, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah (3erita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Normor
607);

Peratu-an Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaon
Tugas dan Wewenarg Cubernur Sebageai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2C18 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Pera‘uran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tabun 2018
tentang  Standar Teknis Pelavanan Minimal Pendidikan (berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor / Tahun 2012 Tentang
Peayelengyuraan Pendidikar (Lembaran Daecrah Provinsi Banten
Tahun 2012 Nemor 7;

Peraturar Daerah Mrovinsi Banten Nomor 8 Tahur 2016 Tentang
Pembertukan dan Susunan Perangka: Daerah Provinsi Eanten
(Berita Daerah Provinsi Danten Tahun 2016 Nomor 8, Tambzhan
Lembaran Daerah Provimsi Banten Tahun 2016 Nomer 6b);

Peraturan Gubermur Panten Nomor 19 Tahun 20°R Tentang
Pembentukan Organisesi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Peleksana Teknis Dacrah di Lingkungan Pemerintah Provins:
Banten {Berita Daerah Provinsi Banzen Tahun 2018 Nomor 19).

deraturan Gubemur Banten Nomor 52 Takun 2020 tentang
Pendidikan Cratis Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Seko.aa
Menengah Kejuruan Negeri dan Sekeleh Khusus Negeri {Berita
Daerah Provinsi Banten Tehun 2020 Nomor 53):



Meanetapkan

KESATU

KEDUA

KETICA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAN

KETUJUH

MEMUTUSKAN

Memberikan [jin Operasional Sekolah Menengah Alas Negeri
(SMAN), Sckolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan Sekolah
Khusus Negeri (SKhN) di Provinsi Banten sebagaimana Daftar
Nama Sckolah Terlampir

Pemegang/Penerima  izin sebagaimana  dimaksud  dalam dikum
KESATU, diwajibkan:
. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dangan xurikulum vang
berlaku;
2. Mengirirkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan
menurut model vang, Serlakus
3, Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam  diktum KESATU,

dinyatakan batal apaihila:

1. "idak lagi menvelenggarakan kegiatan belajar mengajar;

2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan

mengajukan permohonan secara tertulis:

Menurut  penilaian  lim  Verifikas:  Dinas Pendidikan  dan

<ebudavaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah

sidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;

4. Tidak mematuhi/ melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan vang berlaku.

4

Memberikan  kewerangan  kepada  Kepala  Sekolah untuk
menggunakan cap sekolah, pemmakaian nomor can kode sckolah,
mengusulkan pembukaan jurusan sesuar kompetensi, mengusulkan
tenaga pengajar dar administrasi sesuai kebutuhan serta penerimaan
peserta didik baru (PTDB] semenjak surat Keputusan ini ditetapkan;

Izin schapaimans dimaksud dalam diktum  KESATY, dilarany,
dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persctujuan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap 1zin pendirian
sekolzh dilaksanakan oieh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
sesuai cengan Tugas Pokok dan Fungsinye;

Biava yang timbul akibat Jdari ditetapkannya keputusan wni,
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah (ATBI)
Dinas Peadidikan dan Kebudavaan Frovinsi Banten, Kegiatan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasicnal Dasrah (BOSDA,
Janivan Pemerintah Pusat, peran serta masyarakat dan sumber lain
yang syah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
perlaku.



KEDELAPAN  :© Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan

peninjauan kembali apabila  terdapat kekeliruan dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Serang

"é_:f‘udwm.m.
Pembina Ditar ' Madya

N1P. 19680712 199412 1 005

Tembusan : dis aikan da:

b o B Tl ol

Yth. Gublernur Banten (scbagai laporan);

Y:h. Wakil Gubernur Banten (sebagai laperan);

Yth, Sckrotaris Daerah Provinsi Banten;

Yth. Kepala BPKAD Provinsi Banten;

Yth, Kepala BAPPEDA Provinsi Banten;

Yth, Inspektur Dacrsh Provinsi Banten;

Yth Kopata Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Banteny;

Yihi. Biro Lkonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
Yik. Kepala UPT SMA Negeri di Provinsi Banten;.



Lampiran

Keputusen Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudavaan
Provinsi 3enten

Nomor: 800/ (49 - Dindikbud /2021

Tentang,

fiin Operasional Sekclah Menengah Atas Negeri (SMAN),
Sckolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) dan

Sekolah Khusus (SKh) Negeri di Provinsi Bantem

DAFIAR NAMA SFKOT AH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN),
SEKOLATT MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DAN
SEKOI AH KHUSUS [SKh) NEGERI

DI PROVINSI BANTEN
No. | Kebupaten/ <ota Nama Sekelah
__41__+ l_(-_a_b'ul.;aten Lebak SMA Negeri 2 Muncang
2| Kabupaten Lebak | SMA Negeri 3 Panggarangan
% 1 Kabupaten | ebak | SMA Negeri 4 Panggarangan B
| 4. | Kabupaten Lebak SMA Negeri 4 Rangkasbitung ]
b Kabupaten Lebak SMA Negeri 2 Cijaku .
6. Kabupaten Lebak SMA Negeri 1 Cirinteun )
7 Kabupaten Lebak | SMK Negeri 1 Pangyarangan [
8. Kabupaten Lebak SMK Negeri 1 Sajira | |
9. Kébupaten Lebak . SMK Negeri 2 Méling_ping ;
10, | Kabupaten Lebak | SMK Negeri 1 Maja
| 12, | Kabupaten Lebak SMK Negeri 1 Kalangayar ]
2. | Kabupaten | ebak SMK Negeri 1 Cihara
13.  Kabupaten Lebak SMK N;[;t'ri 2 Gihara ' st ]
14, | Kabupaten angerang SMA Negeri 31 Kadupaten Tangerang ;
15, | Kabupaten Tangerang | SMA Negeri 32 Kabupaten Tangerang "y
16. | Kota Tangerang SKh Negeri 01 Kota Tangerang
_17. | Kota Tangerang Selatan SKh Negeri 01 Kota Tangerang, Selatan
I8. | Kabupaten Pandeglang, SMA Negeri 19 Panceglang 3
19. | Kabupaten Pandeglang, SMK Negeri 15 Pandeglang '
20, Kabupaten Pandegl_a—r;g .-_i\{_l( Neﬁﬂri 16 Pandeglang iR
| 2.. | Kabupaten Pandeglang SMK Negeri 17 Pandeglang

Kepala

Dr. H. TABRANT, M.Pd,
Pembma Utama Madya
NIP. 19680712 199472 1 005
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